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TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERSTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL REPUBLIK INDONESA,

Menimbang

»a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)

dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Spil, jenis dan jenjang Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Teknis ditetapkan oleh
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku
Instansi Pembina Teknis Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral;

bahwa sesua ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, perlu pengaturan teknis sub bidang atau
sub-sub bidang energi dan sumber daya mineral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

Menteri Energi dan Sumber Daya Minera tentang
Pedoman Teknis Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur;

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4322);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenakan Pangkat Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017) sebagamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawa Negeri Spil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tanggal 30 Juli
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil ;

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20
Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun
2007 tanggal 28 Agustus 2007,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0006 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang
Pedoman Pokok Standar Kompetens Bidang Jabatan
Struktural Dinas Pertambangan dan Energi;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang
Organisass Dan Tata Kerja Departemen Energi dan
Sumber Daya Minerdl,;
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M enetapkan

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera
Nomor 0047 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Standar Kompetens Jabatan Fungsional
Penyelidik Bumi, Inspektur Minyak dan Gas Bumi,
Inspektur Ketenagalistrikan, dan Inspektur Tambang;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TERSTRUKTUR.

Pasal 1

(1) Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur adalah
sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)Pedoman  Pendidikan dan Pelatihan  Terstruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ketentuan
wajib dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis dan
fungsional bagi Pegawai Negeri Spil di lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diikuti oleh Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas yang mengelola bidang energi dan
sumber daya mineral.

Pasal 3

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah di lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Minera dalam
melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pemenuhan kompetens teknis dan fungsiona wagjib
mengikuti Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Energi dan Sumber Daya Minera wagib
menyigpkan sarana, prasarana dan infrastruktur pendidikan
dan pelatihan berbasis kompetens.
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Pasal 5
Peraturan Menteri ini mula berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 30 September 2009

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



